
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.5, Juli 2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5298 (online)

298

Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan
Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu

Devi Ika Apriyani Sitanggang1, Helmi Herawati2, Winny Lian Seventeen3
1,2,3Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

E-mail: deviikha2904@gmail.com1, helmiherawati77@gmail.com2, wlseventteen@gmail.com3

Article History:
Received: 15 Juni 2024
Revised: 28 Juni 2024
Accepted: 01 Juli 2024

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh pajak reklame, pajak hotel,
pajak hiburan dan pajak parkir terhadap produksi
asli Kota Bengkulu (PAD). Dengan menggunakan
data sekunder laporan keuangan Provinsi
Kabupaten Bengkulu, dilakukan analisis regresi
untuk menguji hubungan antar variabel-variabel
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak
Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi
Parkir berpengaruh positif terhadap PAD Kota
Bengkulu. Pajak hotel memberikan kontribusi
terbesar terhadap PAD, disusul pajak hiburan, pajak
reklame, dan biaya parkir. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi sistem
perpajakan dapat menjadi strategi yang efektif untuk
meningkatkan PAD Kota Bengkulu.
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PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menunjang

pembangunan seluruh warga negara Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan
merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan. Pembangunan negara Indonesia terutama
dilakukan oleh rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan
tanggung jawab membayar pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran kepada negara yang
dibayarkan kepada seseorang atau suatu organisasi dalam lingkup undang-undang dan
dipergunakan untuk negara, tanpa menerima penerimaan langsung. pembayaran. Kebutuhan
pembangunan sebagian besar penduduk. Dari pemahaman fakta di atas jelas terlihat bahwa tujuan
perpajakan adalah untuk mensejahterakan atau menyejahterakan masyarakat.

Bengkulu adalah sebuah provinsi di pulau Sumatra, Indonesia. Provinsi ini terletak di
sebelah barat daya Pulau Sumatera dan berbatasan dengan Sumatera Barat, Jambi, Sumatera
Selatan, dan Lampung di pesisir barat Pulau Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, provinsi ini
berpenduduk 2.091.314 jiwa, kepadatan penduduk 105 jiwa/km2, serta terdiri dari 9 kabupaten
dan 1 provinsi, 7 diantaranya berada di tepi laut. Melihat dari sumber daya alam yang ada di
Provinsi Bengkulu, patut dicatat bahwa PAD provinsi tersebut memiliki nilai yang rendah
padahal Provinsi Bengkulu mengandalkan sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan
(emas, perak, batu bara) dan Sumber Daya Alam. Sumber daya kelautan berupa laut, sungai, dan
samudra memberikan banyak peluang. Ibu kota Provinsi Bengkulu, ibu kota pemerintahannya
terletak di kota Bengkulu.
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Kota Bengkulu merupakan kota terbesar kedua sebagai ibu kota pemerintahan setelah kota
Padang di pantai barat pulau Sumatera, dan kemudian diperintah oleh Inggris sebelum dianeksasi
oleh Raja Palembang. sedang dikirimkan. Untuk Belanda. Luas permukaannya 152,00 km² dan
jumlah penduduknya 371.828 jiwa pada tahun 2021. Kota Bengkulu mempunyai sejarah panjang
kemerdekaan Indonesia. Salah satu tanda sejarah yang terlihat adalah perannya sebagai salah satu
pusat penyebaran semangat perjuangan dan kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda. Pada
masa perjuangan kemerdekaan, Bengkulu menjadi basis pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Salah satu momen terpentingnya adalah berdirinya Badan Intelijen Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) pada tahun 1945. BPUPKI merupakan badan yang merundingkan kemerdekaan
Indonesia dan meletakkan dasar negara merdeka.

Jelas bahwa PAD sebagai pusat administrasi mempunyai nilai yang besar bagi pemerintah
Bengkulu; PAD tersedia di pendapatan dan bea cukai.

Pendapatan Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan seluruh pendapatan
yang diterima daerah dari pasar di daerah, dipungut berdasarkan pengaturan daerah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riadi et al., 2015: 28 )

Kelompok pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: pajak pusat dan daerah. Pajak
umum atau pajak negara adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (Badan Pajak
Pusat) dengan ketentuan uangnya digunakan untuk mendanai APBN. Sedangkan pajak daerah
adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun
pemerintah provinsi/kota, dan digunakan di daerah. Dari

pajak daerah yang dipungut pemerintah negara bagian tersebut antara lain pajak bumi dan
bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak tembakau, pajak air permukaan dan tol,
sedangkan pemerintah daerah mempunyai sebelas pajak (Restoran) yang dipungut di daerah.
Pajak, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Batu Bata, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi, Pajak Desa dan Pajak Pembangunan Desa

serta biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(pajak.go.id, 2020).

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber penting pembangunan daerah, termasuk
pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya. Oleh karena
itu, berdasarkan informasi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir terhadap Pintu Masuk
Taman di Kota Bengkulu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pajak reklame, pajak
hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Bengkulu dan
untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat ketepatan waktu pembayaran dengan
pendapatan daerah.
LANDASAN TEORI

(Waluyo 2015:28) mengatakan bahwa Pajak adalah suatu iuran yang terutang (dapat
dipaksakan) kepada Negara tanpa jaminan yang dapat langsung dikenakan oleh orang yang wajib
membayar berdasarkan peraturan. Tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
yang berkaitan dengan kewajiban persiapan pemerintahan negara.

(Djajadiningrat 2016: 1) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk
menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara, bukan sebagai denda seperti dalam
peraturan, tetapi tergantung pada keadaan, peristiwa dan tindakan yang memberikan jangka
waktu tertentu. waktu. Hal ini dapat ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, namun
pelayanan perbaikan tidak dapat diberikan langsung oleh pemerintah untuk melindungi
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kesejahteraan masyarakat.
Menurut saya, menurut pendapat banyak ahli, pengungkapan pajak dan pembayarannya

harus dilakukan oleh penanggung jawab atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pajak diatur dengan undang-undang dan dapat digunakan dengan cara
apa pun yang dapat diterima oleh wajib pajak.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode statistik. Metode kuantitatif adalah metode penelitian
yang berlandaskan filsafat positivisme, yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
digunakan untuk melakukan penelitian terhadap alam semesta atau sampel tertentu,
mengumpulkan data dengan menggunakan alat penelitian, dan melakukan analisis statistik untuk
menguji hipotesis (Sugiyono, 2014: 9). . Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini,
maka penelitian ini didasarkan pada penelitian deskriptif

. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan kedudukan variabel-variabel
yang diteliti dan hubungan antar variabel dengan yang lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik.
Mengolah penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan dengan menggunakan rumus. Teknik
pengolahan data pada penelitian ini menggunakan bantuan program Rasio, karena kemampuan
program ini dalam menganalisis statistik selama kegiatannya terbatas. Data ini juga
menggunakan triwulan sepuluh tahun (time series) dari tahun 2014 hingga tahun 2023 di kota
Bengkulu.

Variabel Definisi Variabel Formula/ rumus
Pajak
Reklame (X1)

Pajak hiburan adalah pajak
atas penyelenggaraan
hiburan yang meliputi
semua jenis pertunjukan,
permainan, permainan
ketangkasan, dan atau
keramaian dengan nama dan
bentuk apa pun yang
ditonton atau dinikmati oleh
setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak
termasuk penggunaan
fasilitas untuk berolahraga

Pajak Reklame =
Nilai Reklame×Tarif Pajak
Di mana:
1. Pajak Rekalme Adalah

jumlah pajak yang harus
dibayarkan

2. Nilai reklame adalah nilai/
harga dari reklame yang
dihitung

3. Tarif pajak adalah persentase/
nilai tetap yang digunakan
sebagai tarif pajak reklame

Pajak Hotel
(X2)

Pajak hotel adalah pajak
atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel yang
penerimaanya disesrahkan
kepada Kabupaten atau
Kota

Pajak Hotel=Tarif Kamar×
Persentsase Pajak
Di mana:
1. Tarif kamar adalah biaya

kamar yang dihitung sebelum
pajak

2. Persentase pajak adalah
persentase pajak yang
dikenakan pada tarif kamar/
total pengeluaran
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Variabel Definisi Variabel Formula/ rumus
Pajak
Hiburan (X3)

Pajak hiburan adalah pajak
atas pengelenggaraan
hiburan yang meliputi
semua jenis pertunjukan,
permainan, permainan
ketangkasan, dan atau
keramaian dengan nama dan
bentuk apa pun yang
ditonton atau dinikmati oleh
setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak
termasuk penggunaan
fasilitas untuk berolahraga.

Pajak Hiburan= nilai tiket atau
pendapatan kegiatan hiburan ×
Tarif pajak hiburan
Dimana
1. Pajak hiburan adlah jumlah

pajak yang harus dibayarkan
2 Nilai tiket/ pendapatan

kegiatan hiburan adalah nilai
total tiket yang dijual/
pendapatan persentase total
dari kegitan hiburan

3 Tarif pajak hiburan adalah
persentase / nilai tetap yang
digunakan sebagai tarif pajak
hiburan

Retribusi
Parkir (X4)

Retribusi parkir memiliki
arti sebagai tempat parker
yang tidak selalu terkena
pajak daerah. Hal ini karena
retribusi parker termasuk
objek retribusi daerah.
Dalam arti, lain tempat
parkir tersebut sudah
diizinkan atau disediakan
khusus oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan
individu atau badan.retribusi
diambil dari orang-orang
yang menggunakan jasa
parkir yang dikelola
pemerintah

Retribusi Parkir=Tarif Parkir ×
Waktu Parkir
1 Retribusi Parkir adalah

jumlah retribusi yang harus
dibayarkan

2 Tarif Pajak adalah persentase
adalah biaya per jam/ tarif
parkir yang berlakku

3 Waktu parkir adalah lamanya
kendaran parkir, biasanya
dihitung per jam

Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)

Pendapatan asli daerah
merupakan akumulasi dari
pos penerimaan pajak yang
berisi pajak daerah dan pos
retribusi daerah, pos
penerimaan nonpajak yang
berisi hasil dari perusahaan
milik daerah, pos
penerimaan investasi serta
pengolahan sumber daya
alam.

Pendapatan asli daerah (PAD)
merupakan penerimaan yang
diperoleh dari sumber-sumber
dalam wilayahnya sendiri,
semakin tinggi peranan PAD
dalam struktur keuangan daerah,
maka semakin tinggi pula
kemampuan keuangan yang
dimiliki oleh daerah untuk
melaksanakan kegiatan
pembangunan daerahnya

Gambar 1. Tabel Definisi Operasional pada januari 2024
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Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif
dengan menggunakan bantuan program Rasio sebagai alat untuk menguji data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan instansi badan

pemerintah yang baru berdiri sendiri pada awal tahun 2017 yang merupakan restrukriasasi
organisasi yang sebelumnya masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPAD) Kota Bengkulu.

Berdasarkan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Badan Daerah Kota Bengkulu, Secara Organisasi Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung
jawab langsung kepada Walikota Bengkulu.

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak
hiburan dan retribusi parkir. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota
Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan realisasi penerimaan pajak
reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir daerah Kota Bengkulu selama 10 tahun
mulai dari tahun 2014-2023. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 data kuartal yang
diperoleh dari data laporan berupa pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir
dan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu periode 2014-2023. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan
retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pajak reklame berpengaruh positif dan
signifikan terhadap produktivitas asli kabupaten Bengkulu. Hal ini terlihat jelas dari nilai 0,041
lebih kecil dari nilai 0,05. Sehingga dapat dipastikan bahwa pajak reklame berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pajak kota di Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan
pendapatan iklan membawa serta peningkatan pendapatan primer.

Pajak pemasaran merupakan salah satu dari beberapa pajak daerah yang pajak
pemasarannya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tergantung pada
pendapatan asli daerah tersebut. Pajak reklame mutlak diperlukan bagi pemerintah daerah untuk
mencapai tujuannya dalam membiayai belanja daerah. Seiring dengan perkembangan ekonomi
yang semakin membaik, banyak investor yang menginvestasikan uangnya sedemikian rupa
sehingga jelas akan meningkatkan pendapatan awal dari pajak pemasaran unit . Direktur
Perencanaan dan Pembangunan

Bapenda Kota Bengkulu mengatakan, pihaknya membayar pajak reklame melalui sistem
elektronik yang memungkinkan pendataan reklame akurat. Proses ini meliputi pengukuran dan
identifikasi lokasi pemasangan iklan, yang mempengaruhi tarif pajak yang ditetapkan dalam
SKPD.

Demikian pula informasi yang diperoleh dari keterangan pegawai Dinas Pendapatan Kota
Bengkulu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu memfasilitasi pembayaran pajak
oleh Wajib Pajak yang bekerja sama dengan sistem pembayaran melalui Indomaret, Alfamart,
Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain demi kenyamanan Anda. Bagi Wajib Pajak yang mengetahui
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tanggung jawabnya, ini adalah salah satu cara untuk mengubah tingkat pendapatan pertama
melalui pajak reklame yang ditawarkan Pemerintah Kota Bengkulu. Selain itu, orang atau
perusahaan yang memiliki bisnis atau produk pasti membutuhkan media periklanan untuk
mempromosikan iklannya. produk atau perusahaan. Saat ini kegiatan usaha di Kota Bengkulu
semakin meningkat, baik di bidang jasa maupun perdagangan. Salah satu alat promosi adalah
poster (iklan). Oleh karena itu, kebutuhan akan iklan semakin meningkat khususnya di kota
Bengkulu.

Temuan penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Djodi
Setiawan dan Ujang Tayudin 2019), yang menyatakan bahwa beban iklan berpengaruh signifikan
terhadap PAD. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang menunjukkan
bahwa pajak reklame tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD (Dessy Fadina
Lubis 2017).

Penerimaan pajak iklan dapat meningkatkan produksi primer di daerah, yang selanjutnya
dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. Pajak reklame
merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat mendiversifikasi pendapatan daerah
sehingga daerah tidak hanya terbatas pada satu jenis pajak atau sumber pendapatan saja. Dengan
tambahan pendapatan dari pajak periklanan, Bapenda dapat membelanjakan uang tersebut untuk
mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur kota. Pendapatan dari pajak reklame
memungkinkan Bapenda untuk secara efektif menegakkan peraturan mengenai papan reklame
dan reklame di kota, sehingga mengurangi kekerasan dan kekacauan.

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak

hiburan dan pajak parkir terhadap produksi asli Kota Bengkulu (PAD). Dengan menggunakan
data sekunder laporan keuangan Provinsi Kabupaten Bengkulu, dilakukan analisis regresi untuk
menguji hubungan antar variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak
Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir berpengaruh positif terhadap PAD
Kota Bengkulu. Pajak hotel memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, disusul pajak
hiburan, pajak reklame, dan biaya parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
efisiensi sistem perpajakan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan PAD Kota
Bengkulu.
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